
 
 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 

NOMOR  6  TAHUN 2023   
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG 

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NATUNA, 

 
 
Menimbang    :  a. bahwa agar terciptanya penyelenggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan yang efektif perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap beberapa ketentuan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan;  

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a  perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah   

Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu 
lintas dan Angkutan Jalan;  

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4880);  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004  

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
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2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu   
Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 
5. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang 

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4655); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta 

Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah   
Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang 
Forum  Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     
Nomor 5229); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia     
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6642); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang 

Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan 
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia      Nomor 5346); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 5468) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021   
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6642); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6642);  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6642); 
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 297); 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA 

dan 
BUPATI NATUNA 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG 
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. 

 
 Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9   
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Natuna Nomor 9) di ubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 19 

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas 

berdasarkan: 
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a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna 
kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan 

kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan;dan 

b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu 

terberat dan dimensi kendaraan bermotor. 
(2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor 
yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor  dengan 

ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu 
lima ratus lima puluh) milimeter, ukuran 
panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas 

ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 
(empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan 
sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; 

b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, 
dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan 

bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 
2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) 
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 

12.000 (dua beles ribu) milimeter, ukuran 
paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) 

milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 
(delapan) ton; 

c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, 

dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan 
bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 
2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, ukuran 

panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) 
milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu 

lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu 
terberat 8 (delapan) ton; 

 

2. Ketentuan Pasal 33 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) 
sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 33 

(1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:  

a. rancang bangun; 
b. buku kerja rancang bangun;  
c. rencana induk Terminal;  

d. Analisis dampak lalu lintas; dan  
e. Analisis mengenai dampak lingkungan.  

(2) Pembangunan Terminal dilaksanakan oleh Bupati 
dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga. 

(3) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:  

a. perencanaan;  
b. pelaksanaan; dan  

c. pengawasan operasional Terminal. 
(4) Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji 

coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan 

sebelum dinyatakan beroperasi. 
 

3. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal 

yakni pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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 Pasal 38A 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir 

diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Natuna. 

 

Ditetapkan di Ranai 
pada tanggal 21 Agustus 2023 

 
 BUPATI NATUNA, 
 

                ttd 
 

 WAN SISWANDI 
Diundangkan di Ranai 
pada tanggal 21 Agustus 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 
 

             ttd 
 

BOY WIJANARKO VARIANTO 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 NOMOR 36  
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI 
KEPULAUAN RIAU :   6,22/2023 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
 
 

SUHERMAN, SH 
NIP. 197203172000121002 


